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KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA PADA PEMILIHAN 
UMUM TAHUN 2019 
 
Oleh: 




Pada pemilihan umum  tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Utara sempat terjadi 
Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal itu terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak 
KPPS yang bertugas saat pemilihan dan penghitungan suara dilakukan. Sebagai penyelenggara 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan pihak yang bertanggung jawab. 
Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2007), penelitian ini akan mengidentifikasi 
penyebab terjadinya pemilihan ulang sebagai akibat dari kinerja KPU Kabupaten Minahasa 
Utara. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari tahapan pemungutan dan penghitungan 
suara pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Minahasa Utara dapat dilihat bahwa KPU 
Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaanya belum berjalan secara maksimal, karena 
adanya masalah yang terjadi pada tahapan-tahapan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan, dapat dikatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) yang terjadi dikarenakan 
kurangnya pembekalan yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat kabupaten dalam hal ini KPU 
Mnahasa Utara kepada penyelenggara di TPS yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara 
(KPPS) yang mengakibatkan kekurangpahaman prosedur teknis pemungutan dan penghitungan 
suara sehingga menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang di lima kecamatan yang ada 
di dalam Kabupaten/kota yang disebabkan karena adanya pemilih yang bukan berdomisili di 
lima kecamatan tersebut tapi mendapatkan kertas suara dan diijinkan untuk melakukan 
pencoblosan yang pada dasarnya tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat yaitu tidak terdaftar 
dalam DPT, DPTb dan tidak memiliki KTP-el tapi diberikan kertas suara dan diijinkan untuk 
melakukan pencoblosan tanpa memegang formulir A.5 atau formulir pindah tempat memilih.    
 




In the 2019 general election in North Minahasa Regency, there was a re-voting (PSU). This 
happened because of an error made by the KPPS on duty during the election and vote counting. As the 
organizer, the General Election Commission of North Minahasa Regency is the responsible party. By 
using qualitative methods (Moleong, 2007), this study will identify the causes of re-election as a result 
of the performance of the North Minahasa Regency KPU. The research findings illustrate that from the 
voting and counting stages in the 2019 general election in North Minahasa district, it can be seen that 
the North Minahasa Regency KPU in its implementation has not run optimally, because of problems 
that occur at these stages. Based on the results of observations made, it can be said that the re-voting 
(PSU) that occurred was due to a lack of debriefing carried out by district level administrators, in this 
case the North Mnahasa KPU to the organizers at the TPS, namely the voting organizer group (KPPS) 
which resulted in a lack of understanding of the technical voting procedures. and the counting of votes 
resulting in a re-voting in five sub-districts within the regency / city due to voters who are not 
domiciled in the five sub-districts but have received ballots and are allowed to vote which are basically 
not suitable or do not meet the requirements, namely are not registered in the DPT, DPTb and do not 
have an e-KTP but are given a ballot paper and are allowed to vote without holding form A.5 or a 
change of place to vote. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjunjung tinggi ideologi negara   serta   
memberikan   jaminan   secara   konstitusional   terhadap   prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini 
dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Dan pada Pancasila sebagai ideologi negara 
yang disebutkan dalam  sila  ke-4  yaitu  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal tersebut berarti bahwa rakyat 
menjalankan kekuasaan melalui system perwakilan dan keputusan diperoleh melalui jalan 
musyawarah dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha  Esa   dan   kepada  
Rakyat   Indonesia.   Salah  satu   perwujudan   prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah 
melalui diselenggarakannya suatu pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu 
sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam   proses   politik,   sehingga   akan   mencerminkan   
adanya   prinsip   dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis. 
Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang  berbunyi  “Kemudian  daripada  
itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan,   perdamaian   abadi   dan   keadilan   sosial,   maka   disusunlah kemerdekaan  
kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar Negara   Indonesia,   yang  
terbentuk   dalam   suatu   susunan  Negara   Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 
persatuan Indonesia, dan kerakyatan  yang dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  
permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
Pemilihan Umum sendiri adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan 
menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang 
demokratis di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan  suara  mayoritas  terbanyak.  
Menurut  Liando,  dkk  (2019)  bahwa pemilu merupakan ciri utama negara demokratis. 
Demokrasi adalah tujuan negara yang dicita-citakan bersama, sementara pemilu adalah salah 
satu cara mencapai tujuan itu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat  untuk memilih 
wakil- wakil, mandataris rakyat untuk mengolah negara, merumuskan kebijakan publik, 
melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat 
adil dan makmur. 
Menurut Morissan (2005) Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui 
keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan Negara kedepan. Ada beberapa macam tujuan 
pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dan 
untuk melaksanakan kedaualatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga.  
Setiap pemerintahan hendaknya mampu menyelenggarakan Pemilu secara demokratis karena 
merupakan esensi bernegara. Hal ini berarti bahwa harus ada mekanisme serta pengaturan 
yang jelas dan tepat tentang penyelenggaraan Pemilu agar Pemilu tersebut sesuai dengan 
prinsip demokrasi. 
Perubahan  ke  tiga  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  Pemilu diselenggarakan oleh 
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini menunjukkan 
bahwa keberadaan penyelenggaraan Pemilu merupakan hal yang bersifat konstitusional dan 
sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  
2017  tentang Pemilihan Umum. (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-
jabatan politik tertentu. 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terdiri atas tiga macam yaitu 
Pemilihan Legislatif (Pileg), yaitu pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). Pemilu Presiden (Pilpres) yaitu pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala 
negara. Selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan untuk 
memilih kepala daerah. Dalam penyelenggaraan Pemilu ini melibatkan banyak pihak karena 
diikuti oleh partai-partai politik dan orang-orang yang akan dipilih dari partai politik tersebut. 
Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
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Untuk menjalankan pemilu, maka terdapat penyelenggara pemilu. Penyelenggara  
Pemilu  adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemilu  yang terdiri atas Komisi Pemilihan 
Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  
Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih 
gubernur, bupati dan walikota secara demokratis. 
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam  menjalankan  tugasnya bertanggung jawab 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh 
tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya yang diatur dalam peraturan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai Pemilihan Umum yang 
dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri. Dan juga dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membahas tentang 
Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan calon Presiden 
dan Wakil presiden serta calon legislatif. 
Yang menjadi sorotan peneliti adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 
Utara telah melaksanakan tugasnya dalam hal pelaksanaan sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 18 UU No.7 Tahun 2017 yakni, melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di 
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan  
Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih, 
penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap pencalonan yang berkaitan 
dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, penetapan calon 
anggota DPRD kabupaten/kota, Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik 
Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 
Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah kerjanya, pergerakan surat 
suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat 
TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dari seluruh kecamatan, pelaksanaan 
penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan proses 
penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. 
Namun berdasarkan data yang ada pemilihan  umum  serentak  tahun 2019  terdapat 
beberapa  temuan masalah.  Sebagai  contoh  dalam  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  partai  
yang tidak   memasukan   Laporan   Penerimaan   Dan   Pengeluaran   Dana   Kampanye (LPPDK), 
adanya pemilih yang berdomisili di luar kabupaten Minahasa Utara yang kemudian 
melakukan pencoblosan tanpa formullir A5 yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara 
ulang di 5 kecamatan yang ada di kabupaten Minahasa Utara. Dalam setiap rangkaian proses 
tersebut KPU harus bisa menyelenggarakanya sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dimiliki. 
Artinya peneliti dapat menggambarkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Minahasa Utara pada 
pemilihan umum 2019 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat mendasar jika dilihat  dari  
temuan-temuan  atau  aduan  dari  masyarakat  dilapangan.  Oleh karena itu berdasarkan uraian 
latar belakang masalah di atas peneliti tertarik membahas lebih jauh lagi dengan judul “Kinerja 




A. Konsep Kinerja 
Menurut Bernadin dan Russel dalam Rucky (2006: 378) mendefinisikan tentang 
performance sebagai berikut, kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 
fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu. Pendapat  diatas  menitik  
beratkan  bahwa  kinerja  seorang  pegawai/karyawan adalah hasil  atau keluaran  (outcomes) 
dari  sebuah  pekerjaan  yang ditugaskan dalam suatu organisasi/institusi. secara umum, 
definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan 
tanggungjawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. 
Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) 
dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan  dalam  suatu  
organisasi.  Sedangkan  kinerja  organisasi  adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 
organisasi. Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi 
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kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: sesuatu yang dicapai, prestasi yang 
diperlihatkan,kemampuan kerja. 
Pengertian kinerja (Prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. (KBBI) 
Mangkunegara menyatakan ”bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu 
kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah hasil kerja Pegawai baik dari segi 
kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja 
organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok”. 
Mangkunegara (2005 : 67) Sarita dalam Prawirosentono mengatakan “Kinerja adalah 
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai  
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 
maupun etika”. 
Sarita dalam Prawirosentono (2001:2- 5) Samsudin Menyebutkan bahwa “Kinerja 
adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan 
menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai 
tujuan organisasi”. Samsudin (2005:159) Moeheriono Menyatakan bahwa “Kinerja atau 
performance merupakan gambaran mengenai tingkat  pencapaian pelaksanaan  suatu  program  
kegiatan  atau kebijakan  dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 
dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”. 
Moeheriono (2012: 95) Sependapat dengan Moeheriono, Mahsun Menyatakan bahwa, 
“Kinerja performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 
tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. Mahsun (2006:25) Nawawi Menyatakan 
bahwa “Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target dapat diselesaikan pada waktu yang 
tepat atau  tidak  melampaui  batas  waktu  yang  disediakan.  Kinerja  menjadi  rendah apabila 
diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan, 
Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang pegawai sesuai tanggung jawabnya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”. 
Nawawi (2006: 62) Fahmi menyatakan bahwa “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh 
sutau organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 
dihasilkan selama satu periode waktu”. 
Fahmi (2010: 2) Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 
pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan diselesaikan   dengan   waktu   yang   telah   
ditentukan,   kecakapan   pegawai, pengalaman, kualitas, dan kuantitas guna mencapai visi, misi, 
dan tujuan organisasi. Kinerja dapat dikatakan tinggi apabila target dapat diselesaikan dengan 
waktu yang tepat, sedangkan kinerja dikatakan rendah apabila diselesaikan melampaui batas 
waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti kinerja adalah 
hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi dalam hal ini kinerja Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara dalam menangani pelanggaran Pemilu secara 
keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 
telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 
 
B. Konsep KPU 
Dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa 
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 
Pemilihan Umum sebagai satu Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi 
Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.  
 Tugas KPU 
1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran 
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2. melaksanakan  semua  tahapan  Penyelenggaraan  di  kabupaten/kota berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
3. mengoordinasikan  dan  mengendalikan  tahapan  penyelenggaraan  oleh PPK, PPS, 
dan KPPS dalamn wilayah kerjanya. 
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi 
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan 
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah 
dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih 
6. melakukan  dan  mengumumkan  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara Pemilu 
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD 
provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita 
acara hasil rekapitulasi suara di PPK 
7. membuat  berita  acara  penghitungan  suara  dan  sertifikat  penghitungan suara 
serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, 
dan KPU Provinsi 
8. mengumumkan  calon  anggota  DPRD  kabupaten/kota  terpilih  sesuai dengan 
alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan 
dan membuat berita acaranya 
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu 
Kabupaten/Kota 
10. menyosialisasikan   Penyelenggaraan   Pemilu   dan/atau   yang   berkaitan dengan 
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat 
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; 
dan melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  KPU,  KPU  Provinsi, 
dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan. 
 
 Wewenang KPU 
1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota 
2. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya 
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota  
DPRD  kabupaten/kota  berdasarkan  rekapitulasi  penghitungan suara di PPK 
dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara 
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu 
anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.  
5. menjatuhkan   sanksi   administratif   dan/atau   menonaktifkan   sementara anggota 
PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan  
terganggunya  tahapan  Penyelenggaraan  Pemilu berdasarkan   putusan   Bawaslu,   
putusan   Bawaslu   Provinsi,   putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau 
ketentuan peraturan perundangundangan.  
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau  
ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 
 
 Kewajiban KPU 
1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu 
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara 
3. menyampaikan  semua  informasi  Penyelenggaraan  Pemilu  kepada masyarakat;  
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
5. menyampaikan      laporan      pertanggungjawaban      semua      kegiatan 
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi 
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman  
yang  ditetapkan  oleh  KPU  dan  Arsip  Nasional  Republik Indonesia 
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 
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8. menyampaikan   laporan   periodik   mengenai   tahapan   Penyelenggaraan Pemilu 
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu  
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota 
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota  
11. menyampaikan   data   hasil   Pemilu   dari   tiap-tiap   TPS   pada   tingkat 
kabupatenjkota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
rekapitulasi di kabupaten/kota 
12. melakukan    pemutakhiran    dan    memelihara    data    Pemilih    secara 
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan 
peraturan perundangundangan.  
13. melaksanakan putusan DKPP 
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau 
peraturan perundangundangan. 
 
C. Konsep Pemilu 
Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia dicap tidak demokratis, maka 
hampir tidak ada sistem pemerintahan yang ideal menjalankan pemilu (hanya sejumlah kecil 
yang tidak melaksanakan pemilu seperti Brunei Darussalam dan Negara – Negara timur tengah). 
Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-
negara didunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Tidak dapat dibantah bahwa 
demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem pilitik dan 
ketatanegaraan. Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia dicap tidak demokratis, 
maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang ideal menjalankan pemilu (hanya sejumlah 
kecil yang tidak melaksanakan pemilu seperti Brunei Darussalam dan Negara – Negara timur 
tengah). Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh 
Negara-negara didunia dengan  sistem  pemerintahan  demokrasi. 
Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik 
didalam sistem politik dan ketatanegaraan. Bagi sejumlah Negara yang mengkliam atau 
menerapkan diri sebagai Negara demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan 
refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi   dari   nilai   dasar   demokrasi,   disamping   
perlu   adanya   kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga 
Negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi 
rakyat Melalui pemilihan yang demokratis sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga 
Negara. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari kedaulatan rakyat. yang tentu 
saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Pemilu diselenggarakan dengan 
tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan 
yang demokratis, kuat, dan memperoleh         dukungan        rakyat  dalam  rangka mewujudkan   
tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
 Pengertian Pemilu 
Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006 : 10) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka dan masal, yang diharapkan bisa 
mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 
demokrasi. Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 
2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian 
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk 
memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan  perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  
Wakil  presiden,  dan  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jdur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Menurut A.S.S. Tambunan, “ Pemilihan Umum merupakan sarana 
melaksanakan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan 
dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak- hak tersebut oleh 
rakyat kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan. 
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Adapun menurut M. Rusli Karim, “ Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk 
menegakkan tatanan demokrasi (kedaultan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan 
dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.”  Rizkiyansyah  (2007:  3)  
menyatakan  bahwa  sebuah  negara  bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat 
mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan 
sirkulasi elite”. Menurut Dani (2006 : 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk 
membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak 
rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar- benar memancar ke bawah sebagai 
suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. Menurut Rahman 
(2002 : 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan 
wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan 
kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. 
Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3).  
“Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya 
demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”. Penjelasan   di   atas   
menunjukan   bahwa   pemilihan   umum   sebagai   sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan 
umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi 
demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap 
tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945. 
 
 Tujuan Pemilu 
Pemilu membawa penguruh besar terhadap sistem politik suatu Negara. Melalui pemilu 
masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dam 
menyaring calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu, dinegara manapun memiliki asensi 
yang sama. Pemilu berarti masyarakat melakukan kegiatam memilih orang atau sekelompok 
orang menjadi pemimpin rakyat   atau   pemimpin   Negara.   Pemimpin   yang   dipilih   akan   
menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Menurut Parulian Donald, ada dua manfaat 
yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan 
lembaga politik pemilu, yaitu pembentuk atau pemupukan kekuasaan yang abash (otoritas) dam 
mencapai tingkat keterwakilan pilitik (political representativeness). 
Dari sudut pandang tujuan kedua manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung 
yang berada dalam skala waktu relatif pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya 
dirasakan segara setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan 
dari keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat  dalam  proses  pemilu,  baik  
kontestan,  maupun  para  pelaksana  dan pengawas dalam kurun waktu yang relative lama, 
yaitu pembudayaan politik dam pelembagaan politik. Dalam arti yang lebih sedarhana tujuan 
langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan 
proses pencapaian hasil tersebut. Sebagai saran pelaksanaan asas kedaulatan rakyat 
berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain: 
1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib 
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat 
3. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara. 
 
Menurut Surbakti (2012 : 181) ada tiga hal dalam tujuan Pemilu, yaitu : 
1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dana lternatif  
kebijakan  umum. 
2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan 
dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-
partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin. 
3. Pemilu   merupakan   sarana   memobilisasikan   dan   atau   menggalang dukungan 
rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. 
 
Menurut Jimly Asshiddiqie tujauan dari pemilihan umum ada 4, yaitu : 
1. Untuk memungkinkan terjadinya terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara 
tertib dan damai 
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2. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian jabatan yang akan mewakili kepentingan 
rakyat di lembaga perwakilan 
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat 




Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
(Moleong, 2007) yang akan mengkaji kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan 
pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara DPRD Kabupaten pada Pemilu 2019 di 
Kabupaten Minahasa Utara. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori dari 
Darmawan (2005:32), yang mengatakan mengatakan Kinerja adalah ”hasil kerja yang dapat 
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing- masing  dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan  
organisasi  bersangkutan  secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 
etika.” Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan 
dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif 
untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan 
bagaimana mengerjakannya. Pemahaman akan wewenang dan tanggung jawab merupakan 
kunci dalam mencapai target  yang sudah ditentukan yang diharapkan potensi keberhailan 
semakin besar. Sehingga Penelitian  ini  difokuskan pada kemampuan  Komisi  Pemilihan  
Umum  Kinerja Komisi   Pemilihan   Umum   dalam   tahapan   pemungutan,   perhitungan   dan 
rekapitulasi suara DPRD Kabupten pada Pemilu 2019 di Kabupaten Minahasa Utara. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan tahapan mereduksi data, display data, dan diakhiri dengan 




Berdasarkan hasil penelitian maka dalam pembahasan penelitian ini akan dikaji pada 
satu aspek tunggal dalam focus penelitian dengan landasan kajian teori kinerja dari Darmawan 
(2005:32). Darmawan mengatakan mengatakan Kinerja adalah ”hasil kerja yang dapat dicapai 
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing- masing  dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan  organisasi  
bersangkutan  secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Sehingga 
aspek pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada satu tahapan pemungutan, penghitungan 
dan rekapitulasi perolehan suara DPRD kabupaten.. 
Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat 
Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai 
Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda 
gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu 
anggota DPD. pemungutan suara pada Pemilihan legislatif Minahasa Utara Tahun 2019, meliputi 
: kesiapan logistik, pembentukan TPS, penyebaran surat pemberitahuan Formulir Model C6-
KWK, dan pembentukan KPPS. Kemudian terjadi masalah pada pemungutan dan penghitungan 
suara yang mana dilakukannya pemunggutan suara ulang.  Pemungutan suara ulang (PSU) 
dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 huruf d: 
“pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) wajib diulang apabila dari hasil 
penelitian dan pemerikasaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: “pemilih 
yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih 
tetap dan daftar pemilih tambahan“. 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan 
penghitungan suara dalam pemilihan umum: pasal 65 ayat 2 huruf d: “Pemungutan Suara di TPS 
wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat 
keadaan sebagai berikut: ” Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan 
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DPTb”. Pemungutan suara ulang dilakukan di 10 TPS yang ada di 5 kecamatan di kabupaten 
Minahasa Utara, yaitu sebagai berikut: 
1. TPS 5 Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Untuk sejumlah 5 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten. Adapun yang menyebabkan PSU adalah karena adanya pemilih yang tidak 
terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak memiliki KTP-el. 
2. TPS 4 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Untuk sejumlah 5 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. 
Adapun yang menyebabkan PSU adalah Adanya 25 pemilih yang tidak memenuhi syarat ( 
tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak memiliki KTP-el) dapat memberikan 5 suara. 
3. TPS 2 Desa Lumpias Kecamatan Dimembe Untuk sejumlah 3 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Adapun 
yang menyebabkan PSU adalah Adanya pemilih yang bukan berasal dari kabupaten 
Minahasa Utara, antara lain kabupaten minahasa selatan, kabupaten Berau (Kalimantan 
timur), kota palu, kabupaten bone bolango (gorontalo) dan kabupaten parigi moutong 
(Sulawesi tengah). TPS 3 Desa Lumpias Kecamatan Dimembe Untuk sejumlah 3 Jenis 
Pemilihan yaitu: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah. Adapun yang menyebabkan PSU adalah Adanya pemilih yang bukan 
berasal dari kabupaten Minahasa Utara, melainkan kabupaten toraja utara(Sulawesi 
selatan).  
4. TPS 1 Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Untuk sejumlah 5 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. 
Adapun yang menyebabkan PSU adalah Adanya pemilih yang berasal dari luar kabupaten 
Minahasa Utara, antara lain dari kota tomohon, kabupaten kepulauan sangihe, kota sorong 
(papua barat) dan kota manado. TPS 1 Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Untuk 
sejumlah 5 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan      
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan  Dewan  
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten. Adapun yang menyebabkan PSU adalah Adanya 
pemilih yang berasal dari kecamatan dimembe, mendapatkan 5 kertas suara tanpa 
menggunakan formulir A5. TPS  2  Desa Gangga Dua Kecamatan Likupang Barat Untuk 
sejumlah 1 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun yang 
menyebabkan PSU adalah Adanya pemilih yang bukan berasal dari kabupaten Minahasa 
Utara, antara lain: kabupaten banyumas (jawa tengah) dan Sulawesi tengah. 
5. TPS 3 Desa Paslaten Kecamatan Likupang Selatan Untuk sejumlah 1 Jenis Pemilihan yaitu: 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun yang menyebabkan PSU adalah TPS  1 Desa 
Wangurer Kecamatan  Likupang Selatan  Untuk  sejumlah 3 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. TPS 2 
Desa Paslaten Kecamatan Likupang Selatan Untuk sejumlah 4 Jenis Pemilihan yaitu: Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Yang menyebabkan PSU adalah karena adanya pemilih 




Dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019 
di kabupaten Minahasa Utara dapat dilihat bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaanya belum berjalan secara maksimal, karena 
adanya masalah yang terjadi pada tahapan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan dapat dikatakan bahwa masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pembekalan 
yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat kabupaten dalam hal ini KPU Mnahasa Utara kepada 
penyelenggara di TPS yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang 
mengakibatkan kekurang pahaman prosedur teknis pemungutan dan penghitungan suara 
sehingga menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang di lima kecamatan yang ada di 
10  
dalam Kabupaten/kota yang disebabkan karena adanya pemilih yang bukan berdomisili di lima 
kecamatan tersebut tapi mendapatkan kertas suara dan diijinkan untuk melakukan 
pencoblosan yang pada dasarnya tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat yaitu tidak terdaftar 
dalam DPT, DPTb dan tidak memiliki KTP-el tapi diberikan kertas suara dan diijinkan untuk 
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